SALINAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 18/PP.02.1-Kpt/1305/KPU-Kab/II1/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang ©oa. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu
menectapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman
Teknis Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar
Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
‘Padang Pariaman Tdhun 2020;

Mengingat A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang ...



tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan
Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang  Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang
dirubah dengan Peraturan Xomisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemuktahiran data dan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
819)

yang dirumah ...



Memperhatikan

Menetapkan

yang dirubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Walil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1676);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman Nomor 1 /PP.01.2-
Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan  Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7/PP.01.2-
Kpt/1305/KPU-Kab/1X/2019 tentang Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1/PP.01.2-Kpt/ 1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman Tanggal Maret 2020 Nomor:
/PL.02.1-BA/1305/1I1/2020 Tentang Penetapan Pedoman
Teknis Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar
Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang
Pariaman Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADANG PARTAMAN TAHUN 2020.

KESATU...



KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Dan
Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA :  Menetapkan jenis Formulir dalam Pemuktahiran Data Dan
Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan jadwal Pemuktahiran Data Dan Penyusunan
Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini dan
dilaksanakan sesuai Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
pada tanggal : 2§ Maret 2020
Ketua,
Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
~_ SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
/ni “KABUPATEN PADANG PARIAMAN
= _Sekq\etaris,
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s



Lampiran I :  Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Pedoman Pemuktahiran Data Dan Penyusunan
Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Nomor . |¥ /PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I11/2020
Tanggal : 25 Maret 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut
Pemilihan, adalah pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Padang
Pariaman secara langsung dan demokratis.

Pemuktahiran daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui
data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari Pemilu atau Pemilihan
terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi
factual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan
DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan
dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Walkil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang; '

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun
2020;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1
/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7/PP.01.2-
Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

III. Ketentuan Umum
A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan



10.

11.

12.

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;

KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain,

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Nagari atau sebutan lain;

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman yang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, adalah panitia
yvang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Padang Pariaman;
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain;

. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah

petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain;

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP
adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang
membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Padang Pariaman;

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat
DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk
yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan
diselenggarakan;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar
Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau
pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4;

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah
diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar
Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi
syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan
suara;

Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar
yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya di TPS lain;

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data
Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan
Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh
PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan
Pencocokan dan Penelitian;

Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi
informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam
menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi,
mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan
Daftar Pemilih Tetap;

Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan
yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan
bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun
tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih;

Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu
Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil;

Hari adalah hari kalender.



BAB II
HAK MEMILIH

A. Hak Pilih

1.

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara
Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam
undang-undang;

Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus memenuhi syarat :

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan
suara atau sudah/pernah kawin;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

¢c. berdomisili di daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik
sebagaimana dimaksud pada huruf C, dapat menggunakan Surat
Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Padang Pariaman; dan

e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari

pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta
perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat
Keterangan;

Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (2}, Warga
Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya

B. Pemilih
1. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS

pada setiap Nagari;

Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud
didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan;

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada
angka (1), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model
A A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit
menggunakan formulir Model A.A.2-KWK



BAB III
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu
Penyediaan Data Pemilih

A. Penyerahan DP4

(1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan
divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari
pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu;

(2) DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (1) berisi data potensial Pemilih
yvang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Nagari;

(3) DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (2) paling kurang memuat
informasi, meliputi:

nomor urnt;
nomor induk kependudukan;

nomor Kartu Keluarga,

po g op

nama lengkap;
tempat lahir;

tanggal lahir;

jenis kelamin,;

status perkawinan,;
alamat jalan/dukuh;
Rukun Tetangga (RT);
k. Rukun Warga (RW);

=

[
b

[

1. jenis disabilitas; dan
m, status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(4) Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf m meliputi :
a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik; atau
c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(5) DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilengkapi dengan rekapitulasi
DP4 berbasis Kelurahan/Desa/ atau Sebutan lain, diserahkan dalam bentuk
softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

(6) DP4 sebagaimana dimaksud pada angka {4) dibuat dengan menggunakan

format excel dan/atau comma separated values (CSV).




B. Sinkronisasi DP4 dan DPT

(1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4;

{2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan
DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka (1);

(3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan
dengan cara:
a. menambahkan Pemilih pemula;
b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau

¢. memutakhirkan elemen data Pemilih.

{4} Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi :

a. Pemilih yang genap berumur 17 {tujuh belas) tahun atau lebih pada
hari pemungutan suara; atau

b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status
sipil.

(5) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka
(1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan
pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;

(6) KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Huruf
B angka (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

C. Penyusunan Daftar Pemilih

(1) Dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Serentak  Lanjutan, Pemerintah
menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari
Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau
sebutan lain kepada KPU;

(2) KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud
pada angka (1) kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui KPU
Provinsi Sumatera Barat;

(3) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun daftar Pemilih berdasarkan
data hasil sinkronisasi dari KPU dan data Pemilih Pemula sebagaimana
dimaksud dalam Huruf B angka (5) dengan menggunakan formulir Model A-
KWK.

(4) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan
dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus)
orang dengan memperhatikan :

a. tidak menggabungkan Pemilih dari Nagari yang berbeda, pada TPS yang

sama;
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tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
memudahkan Pemilih;

aspek geografis; dan/atau

jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang
waktu pemungutan suara.

(5) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan daftar Pemilih

sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada :

a.
b.

PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
PPK dan PPS dalam bentuk soficopy

Bagian Kedua
Pemuktahiran data Pemilih

1. Daftar Pemilih Sementara
A. Penyusunan DPS

1.

PPDP membantu KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan
Pemutakhiran Data Pemilih;

PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman
berdasarkan usulan dari PPS;

Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari
PPS;

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada angka (4) meliputi :

a. jadwal pelaksanaan Coklit;

b. persiapan pelaksanaan Coklit;

c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan

d. tata cara pengisian formulir.

PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :

a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar
dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

mencoret Pemilih yang telah meninggal;

mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi
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status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;



10.

g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada
keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga,
tetangga, dan/atau Wali Korong;

h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis
disabilitas; dan

j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan
merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan
Pemilihan.,

Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir

Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1 dan

formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a,

tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit

terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,

Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada

PPDP sebagai dasar Coklit;

PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan

menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit

pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan
menggunakan formulir Model A.A.2-KWK;;

PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK;

PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana

dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 9 kepada PPS, meliputi :

a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;

b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan,;

c. formulir Model A.A.1-KWK; dan

d. formulir Model A.A.3 KWK.

11.PPDP dalam melakukan kegiatan coklit wajib menggunakan tanda

1.

pengenal dari KPU Kabupaten Padang Pariaman;

B.Rekap DPS di PPS

PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam

Point A angka 10 melakukan kegiatan :

a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil coklit PPDP;

b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan

c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan
rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK



2. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak
sesuai; PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil
Coklit;

3. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam
Point A angka 10, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil Coklit olelh PPDP;

4. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada angka 3, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy
terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan
data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model
A.B-KWK;

5. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah
menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan
menggunakan formulir Model A.B. 1-KWK;

6. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi
kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah
PPDP melakukan Coklit;

7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dalam
rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;

8. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

9. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 8 dihadiri oleh
PPDP, PPL, dan perwakilan Partai Politik;

10.Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7; PPL
atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan
apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

11.Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus disertai dengan
data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk
kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;

12.PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka
10, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;

13.PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3
kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk
softcopy dan hardcopy;

14.Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil
pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dan angka 5 dilakukan dalam bentuk hardecopy;



C.Rekap DPS di PPK

1.

2,

S

PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di

wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Point B angka 5, dalam rapat

pleno terbuka;

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam

rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh

PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Paslon;

Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3,

Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Paslon dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disertai dengan

data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk

kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;

PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka

3, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;

PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih

sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.B.2-

KWK;

Salinan formulir Model A.B,2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7

disampaikan kepada :

a. KPU Kabupaten Padang Pariaman,;

b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Padang
Pariaman;

c. Panwas Kecamatan; dan

d. Tim Kampanye Paslon.

D. Rekap DPS di KPU Kab. Padang Pariaman

1.

2.

3.

Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana
dimaksud dalam Point C angka 8 huruf a, KPU Kabupaten Padang
Pariaman melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan
menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka;

Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1
dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang
Pariaman;

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri aleh
PPK, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Tim Kampanye Paslon dan



Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil
setempat;

4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPK, Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan
data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir,
Pemilih, dan Ickasi TPS;

6. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menindaklanjuti masukan
sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar,

7. KPU Xabupaten Padang Pariaman menyusun rekapitulasi DPS
sebagaimana dimaksud pada angka 1, ke dalam formulir Model A.1.3-
KWK;

8. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan formulir Model
A.1,1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada :

a. KPU Provinsi Sumatera Barat;

b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;

c. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;

d. Setiap Tim Kampanye Paslon

e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan
sipil setempat.

9. KPU Padang Pariaman dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud
pada angka 1 menggunakan formulir Model A.1-KWK;

10.KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPS
sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada PPS melalui PPK dalam
jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :

a. pengumuman di kantor Nagari;

b. pengumuman di sekretariat/balai Nagari atau tempat strategis
lainnya;

c. Arsip PPS.

11.KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud
pada angka 8 dalam bentuk softcopy dengan format Portable Document
Format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman, untuk mendapat masukan dan tanggapan.

12.8Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 9
dan angka 10 dapat diberikan dalam bentuk comma separated values
dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan

nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.



E. Pengumuman DPS

1.

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan
tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor
kartu keluarga Pemilih secara utuh wuntuk mendapat tanggapan
masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS
sebagaimana dimaksud dalam Point D angka 9

KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan uji publik DPS
dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang
berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;

Paragraf 2
Daftar Pemilih Tetap

A. Perbaikan DPS menjadi DPT di PPS

1,

Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat

mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau

identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS;

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih

atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat

memberikan usulan perbajkan berkaitan dengan informasi tentang

Pemilih kepada PPS, yang melipufi :

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II
Point A angka 2;

b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah

status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

Pemilih sudah meninggal dunia;

Pemilih tidak berdomisili di Nagari tersebut;

Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau

Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II Point A angka 2

Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3

disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan

salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki,

serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
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PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 3 kepada Pemilih yang informasinya
diusulkan untuk diperbaiki;

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan
serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas
dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;

PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud
pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK;

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dalam
rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon;

PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan
dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti
tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir
Pemilih, dan lokasi TPS;

Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani cleh ketua dan anggota PPS;

10.PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada

angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud
pada angka (6) kepada PPK.

B. Rekapitulasi DPT ditingkat PPK

1.

PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil
perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal Point A
angka 6 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK,

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam
rapat pleno terbuka dan ditnangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh
PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3,
Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekelirnan dalam rekapitulasi;
Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan
data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir
Pemilih, dan lokasi TPS;



6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka

5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;

PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada :

a. KPU Kabupaten Padang Pariaman;

b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Padang
Pariaman;

c. Panwas Kecamatan; dan

d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. Rekapitulasi di KPU Kabupaten

1.

Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud
dalam Point A angka 10, XPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan
rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;

Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1
dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang
Pariaman;

Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh
PPK, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Tim Kampanye Pasangan
Calon;

Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK, Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan
data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir
Pemilih, dan lokasi TPS;

. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menindaklajuti masukan

sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar;

KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan DPT sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK;
KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun rekapitulasi DPT
sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.3.3-
KWK;

. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan Salinan rekapitulasi

DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada :
a. KPU Provinsi Sumatera Barat;

b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;

¢. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;

d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan



e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan
catatan sipil setempat.

10.KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPT kepada
PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga
(RW) atau tempat strategis lainnya; dan c. arsip PPS.;

11, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPT
sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bentuk softcopy dengan
format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan
Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat
kabupaten Padang Pariaman, Panwas Kecamatan dan Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman;

12.KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan salinan DPT dalam
bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV),
apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat
kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Padang
Pariaman, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;

13.8alinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10,
angka 11, dan angka 12 tidak menampilkan informasi nomor induk
kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh;

. Pengumuman DPT oleh PPS

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana
dimaksud dalam Point C angka 10, PPS mengumumkan DPT pada tempat
yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk
kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.



BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH
PINDAHAN

Bagian Kesatu
Daftar Pemilih Tambahan

. Pengertian DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai
Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan
dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang
bersangkutan menggunakan formulir Model A.Th-KWK.

Bagian Kedua
Daftar Pemilih Pindahan

. Pengertian Daftar Pemilih Tambahan

1.

Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III Point C angka 10

dapat dilengkapi dengan DPPh;

DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih

yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan

tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat

yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah

provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan

Pemilihan dalam satu wilayah;

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan
keluarga yang mendampingi;

penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;

poo

menjalani rehabilitasi narkoba;

menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan,
tugas belajar;

pindah domisili; dan/atau
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. tertimpa bencana alam.
DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan
formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 {tiga) hari sebelum hari

pemungutan suara.



B. Mekanisme Daftar Pemilih Pindahan menjadi DPT oleh Pemilih

1.

Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam
Poin A angka 2, Pemilih harus menunjulkkan bukti identitas yang sah dan
bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal;

Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaporkan kepada PPS
asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir
Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Pemilih dapat melapor kepada KPU
Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Mekanisme Daftar Pemilih Pindahan menjadi DPT oleh PPS dan KPU

Kabupaten Padang Pariaman

1.

PPS atau KPU Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan laporan Pemilih

sebagaimana dimaksud dalam Point B, meneliti kebenaran identitas yang

bersangkutan pada DPT;

Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten

Padang Pariaman menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih

menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan;dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Padang
Pariaman

PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud

pada angka 2 pada kolom keterangan DPT;

Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat

tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan

syuara.

BAB V
SISTIM INFORMASI DATA PEMILIH

A. Penggunaan Aplikasi Sistim Informasi Data Pemilih
1. KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun data Pemilih, DPS

dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih;

Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1
digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam
menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan
untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih;



3.

Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Padang Pariaman
memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna
Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu
berikutnya;

Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU;

B. Pengguna Aplikasi Sistim Informasi Data Pemilih

1.

Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten
Padang Pariaman, PPK dan PPS;

Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk
menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Nagari,
penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual cleh PPS dan proses
pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh
PPK dan/atau KPU Kabupaten Padang Pariaman.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman

1.

KPU Kabupaten Padang Pariaman memonitor dan melakukan
pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK;
KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan
menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di
Kabupaten Padang Pariaman;

KPU Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti hasil pengawasan
Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terhadap Pemutakhiran Data dan
penyusunan Daftar Pemilih.

B. Penyampaian Laporan

1.

KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menyampaikan laporan tahapan.
Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera
Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten

Padang Pariaman



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup
100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih
menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan

. Penyusunan Daftar Pemilih di Tahanan/Lembaga Permasyarakatan dan

Rumah Sakit.

1. KPU Kabupaten Padang bersama dengan PPK dan PPS setempat serta
berkoordinasi dengan pimpinan  rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran
Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga peﬁlasyarakatan, dan/atau
rumah sakit;

2. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1
dilakukan dengan cara : ‘

a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan kepada KPU Kabupaten-Padang Pariaman; atau

b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu
keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah
yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU
Kabupaten Padang Pariaman:

a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PFS
dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana
atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau

b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat
pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah
penetapan DPT

. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menjaga kerahasiaan informasi data
pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;



F. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada Huruf F dilaksanakan
oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada Tanggal : J$Maret 2020
KETUA

Ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
UPATEN PADANG PARIAMAN
etaris,




Lampiran II

Nomor

Tanggal

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pedoman
Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar
Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

(ﬂ /PP.04.2-Kpt/ 1305 /KPU-Kab/III/2020

25 Maret 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNANDAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN

TAHUN 2020
NO KODE NAMA
MODEL A
1. |Model A-KWK Daftar Pemilih
2. |Model A.A-KWK Daftar Pemilih Baru
1 3. [Model A.A.1-KWK Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4, |Model A.A.2-KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5. |Model A.A.3-KWK Laporan Hasil Coklit PPDP
6. |Model A.B-KWK Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7. |Model A.B.1-KWK
Desa/Kelurahan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
8. |[Model A.B.2-KWK
Kecamatan
9. |Model A.1-KWK Daftar Pemilih Sementara
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
10. | Model A.1.1-KWK Kabupaten/Kota
11. { Model A.1.A-KWK Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat
terhadap DPS
12. | Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan
13. | Model A.2.1-KWK
Desa/Kelurahan




NO KODE NAMA

MODEL A
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan

13. | Model A.2.2-KWK
Kecamatan

14. | Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap

15.

Model A.3.1-KWK

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota

16.

Model A.4-KWK

Daftar Pemilih Pindahan

17.

Model A.5-KWK

Surat Pemberitahuan {Daftar Pemilih Pindahan)

18.

Model A.Tb-KWK

Daftar Pemilih Tambahan




Lampiran III

Nomor

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pedoman
Pemuktahiran ‘Pata-Dan Penyusunan -Daftar
Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

|8 /PP.04.2-Kpt/1305,/KPU-Kab/IlI/2020

Tarigaal = 2% Maret 2020

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

.| -No- Kegiatan Dimulai . Sampai
Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
1. | Penerimaan DP4 23 Januari 2020 25 Januari 2020
2. | Sinkronisast Daftar Pemilih 26 Januari 2020 22 Maret 2020
| Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 _
3. | Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada 21 Maret 2020 23 Maret 2020
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
4. | Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 21 Maret 2020 23 Maret 2020
dengan DPT Terakhir
Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih
1. | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU' 23 Maret 2020 17 April 2020
Kabupaten Padang Pariaman dan
penyampaian kepada PPS
Pemuktahiran
1 | Pencocokan dan penelitian 18 April 2020 17 Mei 2020
2 |-Penyusunan -daftar -pemilih -hasil- 11-Mei 2020 2 Juni 2020
pemutakhiran oleh PPS
3 | Rekapitulasi daftar pemilih hasil 3 Juni 2020 5 Juni 2020
pemutakhiran tingkat desa/kelurahan
dan penyampaiannya beserta daftar
pemilih hasil pemutakhiran ke PPK
4 | Rekapitulasi daftar pemilih hasil 6 Juni 2020 8 Juni 2020
pemutakhiran tingkat kecamatan dan
penyampaiannya kepada KPU
Kabupaten Padang Pariaman
5 | Rekapitulasi daftar pemilih hasil 9 Juni 2020 18 Juni 2020
pemutakhiran tingkat Kabupaten
Padang Pariaman untuk ditetapkan
sebagai DPS
6 | Rekapitulasi DPS tingkat provinsi 15 September 2020 16 September 2020
Sumatera Barat
7 | Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten 14 September 2020 18 September 2020
Padang Pariaman kepada PPS melalui
PPK
8 | Pengumuman dan tanggapan 19 September 2020 28 September 2020
masyarakat terhadap DPS
9 | Perbaikan DPS oleh PPS 29 September 2020 3 Oktober 2020
10 | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil 4 Qktober 2020 6 Oktober 2020
perbaikan tingicat desa/kelurahan
kepada PPK
11 | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil 7 Oktober 2020 9 Oktober 2020
perbaikan tingkat kecamatan kepada
KPU Kabupaten Padang Pariaman




Kegiatan

Dimulai

Sampai

12

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a.

Rekapitulasi DPS hasil perbaikan
tingkat kabupaten Padang Pariaman
untuk ditetapkan sebagai DPT

9 Oktober 2020

16 Oktober 2020

Penyampaian DPT kepada PPS

17 Oktober 2020

26 Oktober 2020

Rekapitulasi DPT tingkat provinsi

17 Oktober 2020

18 Oktober 2020

Pengumuman DPT oleh PPS

28 Oktober 2020

6 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Parit
Pada Tanggal : 2SM
KETUA

Ttd

ZULNAIDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Malintang
aret 2020




DAFTAR PEMILIH BARLS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNURSUMATERA BARAT

Mode! AA-KWK

TAHUN 2020
PROVINS! : SUMATERA BARAT KECAMATAN .
KABUPATEN/KOTA 1 PADANG PARIAMAN DESA/KELURAHAN .
TS p—
Status Jenis Alamat Status Perekaman
No No KK NIK Nama Tempat Lzhlr | Tanggal lahir {Parkawinan| Kelamin Disabilitas KTP-a] Katerangan
BfS/p e JafanfDukuh IRt BfSfK

1 F ) 4 5 6 7 B 10 12 i3 14
1

2

3

4

5

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Keterangan Status keterangan disabilitas (12): Keterangan Status Perekaman Tanggal, J—
perkawinan {7} 1: [Disahilitas Fisik KTP-el (13): PPDP
B : Bellum Kawin 2:|Disabilitas Intelektual B : Belum Rekam
S : Kawin 3:|Disabilitas Mental S : Sudah Rekam {Suket)

P : Pernah Kawin 4:|Disabilitas Sensorik K : Sudah Rekam (KTP-el)




DAFTAR PEMQIH BARU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR:SUMATERA BARAT

Weodel AA-KWK

TAHUN 2020
PROVINSI : SUMATERA BARAT KECAMATAN .
KABUPATEN/KOTA : PADANG PARIAMAN DESA/KELURAHAN ,
TPS P
Status Jonis Alamat StatusParckaman
Ne No KK NIK Nanta Tempat Lahir | Tangga!lohlr |Perkawinan | Xelamin Disabilitas KiP-el Ketarengan
Bjs/p p Jalanf/Dukuh IRt BISIK

1 2 3 [} 5 6 7 3 8 10 12 13 14
1

2

3

4

5

[

7

8

9

10

11,

12

13

14

15

16

17

18

19

Keterangan Status keterangan disabilitas (12): ¥eterangan Status Perekaman Tanggal, S
perkawinan (7): 1: IDisabilitas Fisik KTP-el {13): PPDP

B : Belltm Kawin 2:Disabilitas Intelektual B : Belum Rekam

S : Kawin 3: Disabilitas Mental S : Sudah Rekam (Suket}

P : Pernah Kawin

4: Disabilitas Sensorik

K : Sudah Rekam (KTP-el)

T P S T LTI P




Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat

No. TPS

Tanggal, ..oovvecerevencirennia

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

ol oo| | o a| sl |l =l =
) B Bl bl fad B B

Naiia Pemilih Ditanda tAREatii di .........

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

uuuuuuuuuuuu

Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat

No. TES

Tanggal, veveeerverrernersnane

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

o B

HHH\DF@Q@(}I-&W‘QHZ
S bt I I B o Bl i il RO I

Nama Pemilih Ditanda tangani di ..........

----------------------

Petugas
Pemutakhiran Data

Pemilih




I Model AA2- KWK l

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

Logo KPU
Jenis dan Tahur Pemilihan
Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
Jumlah Keluarga
Jumlah Pemilih
] Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
,8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu. kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)

N, W N~



LAPORAN HASIL COXUT PPDP
PEMILIHAN EUPATI DAN WAKIL BUPATI PARANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SARAT
TAHUN 2020

3

T T e -
PO R

1| Jamish Data Pemilh diterima {A-KWK

N | Jumizh Pemilih Banu {A.A-KWK)

bt AR

Il | PemBth yang Tidak Memenuh|Syarat

1, Meninggal

2. Ganda

3. Dibwsah urrmr

4, Pindah domisil

5, Pemilih tidak dikanal

6, THI

7, POLRI

8, Hilang Ingatan

9. tak plith dlcabut

.10. Bukan penduduk

Jurplah Pemlith yang Ticak Memenuhl Syarat

Jumniah PemUih Hesl Coldit {i+1)-1t

ﬁmlah Data Pemnifih Sesugl{ ) i |

<|<[=(}

Jumlah Data Pemitih Disabilltas L P

Jdumrlah Drata Pemilh diperbald {Pemilih Ubzh Data) : S ]

1, Disahllitas Fislk

e &

2. Dsabilitas Intelektual

3. Dhabllitas Mental

4, Disabilitas Sensorik

Samrlah Pemilih Gisabllitas - e
S LI A
VI | kamizh Stiker Diterima (Mode! AA.2-KWK)
Jumtah Stfker Digunakan
Jumizh Stiker Stsa

Vil

L. Jupniah KK Hasll Cakiit

-2, Jurplah Lembar Buldl Pemilik Terdaftar (Model AA.1-KWK) dibagikan

Status Perekaman KTP-ef

.- i)

)

IX 1 1.Jumlah Pemitih Bekim Rakam KTP-el {Mode} A - KWK dan Madel A.A - XWE)

P

2. Jumloh Pamilih Sudah Rekam KTP-e! [Suket) [Model A-KWK dan Mode! A.A-KWK)

3.Jumnlah Pemiith Sudah Rekam (KTP-2f) { Modal A - KWK dan Model AA-KWK )

r
Petugas Pemutakhiran b

R —




PRDVINSI

KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH HASIL FEMUTAKHIRAN

PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT) PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KECAMATAN
DESASKELURAHAN

TPS

Model AB-KWK J

ho

No KK

NIK

TempatLahir | Tonggel Lahlr | Perkawinan
BfS/P

Jenls

Kelamin
ur

Alamat

Iatan/Dukuh

Disabilitas

Status Perekaman

KTP-el
BfS/X

Keterangan *)

|~

13

14

P [P TR (T (N

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13

19

Keterangan Status

perkawlnan (7) :
B : Belum Kawin

5 Kawln

P :Pernah Kawin

keterangan disabllitas (12):
1: Disabllitas Fislk

2: Disablitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

KTP-e! (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam {Suket)
K zSudah Rekam (KTP-el)

Keterangah Status Perekaman  *}Keterangan (14}):

B : Pemlih Baru 5 : Tidak Dikenal

U ; Ubah deta 6 :TNI
1 : Meninggal 7 :Palrl

2 : Ganda 8 : Hilang ingatan
3 :Dibawah Umur 9 : Hak Pliih Dicabut

4 : Pindah Domisill

10 : Bukan Penduduk

Panitia Pemungutan Suara

Ketua




1 AB.1KWK

REKARTULAS] DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PFEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT] PADANG PARIAMAN
GUBERNLR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPS
PROVINSI 1 trorans nas srsasmssaras snnrans KECAMATAN RPN
KABUPATENSKOTA  :.cicuesnnen S— DESA/KELURAHAN ! oo .

cmor TPS—.~ ~ . PemllihAKWK .5~ . . -. PemilihBarg <. ‘. . _Pemllif Tidak Memenuhi Syarat, .~ Perbaikan Data Pemilih " . <. . ;Keterangan: - .

o IR AR SRR . ST SRR Er e & I S AT b AP SRR . SRR £ I o
1

2

3

4 ,
3 :
s [
7

8 1
il J
10 .
1

12

13

14

-
v

TOTAL — 1y

vamarsn  § remibbestarirbribiinINEERS

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ........
PANITIAPEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan
L Kettawm.

3. ANZEOtA, s

-



PROVINSL
KABUPATEN/KOTA
NECAMATAN

—A.B.Z-KWK,

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKRIRAN HECAMAYAN
PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUSERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPK

0. Nama DesafKeluraha

Blelain B lolo v o fulsju|w]-

TOTAL

Disahkan dalam rapat plera PPK
PANITIA PEMILIHANBRECAMATAN

Nama Tanda Tangah
1. Ketud..vemenes [
2, ANGROtE.ccimsnns [P




NModal A.1-HIVK

DAFTAR PEMILIK SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMARN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT @areod
TAHUN 2020 ®
RROVINSI | J—— - KECAMATAN ————
KABUPATEN/KOTA - DESA/KELURAHAN —
TPS . R
Status denls Alamat Status Parekaman
No No KK 14 Nama Tempatlahlr | Tanggallahir |Perkawinan] Kefamin Disahilitas KTP-el Keterangan
BfS/p e JalanfCukuh At | Rw BfSIK
1 2 3 [ 5 [ T [ ) 10 ) 11 12 13 14
1
2
3
4
S
-]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |
17 |
18 :
19
20
Keterangan Status keterangzn dlsabilltas (12): Keterangan Status Perekaman Ditetapkan d! . TANEAL R
perkawinan (7}: 1: Disabllitas Flslk K7P-el {13): KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

B : Belum Kawin 2: Disabllitas Intelektual
S :Kawin 3: Disabilitas Mental
P : Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik

B : Belum Rekam

5 : Sudah Rekam (Suket)
K :Sudah Rekam {KTP-el}

e

Ketua




A.1.1-KWi(

REKAPITULAS] DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/HOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIIPADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

OLEH KPUIKABUPATEN PADANG PARIAMAN

FROYINSI P
KABUPATEN/KOTA -,
“No,. o7, %, NameKecamatan 1. - lamlah. - JumlahiPs < ¢ tumilah Pemilin: oo . - % Keterangan:.. -,
A S © AN pesafel LT v L I TG L ’

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

2

13

14

15

TOTAL
Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Tanggall........

KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nama Tanda Tangan

............

S, ANgeotal e




[ Model ALAKWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPAT! DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

TAHUN 2020

Pada hari w.eeee, tANEEAL et KPU Kabupaten Padang Pariaman/PPK/PPS *}u..ucmumsmcsnenes
menerima

tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama : “
NIK § s
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat : R s
Desa/Kelurahan
Kecamatan L stsavsrsemimeveesrarseasecaateres ISESMRRIE RE TSR A FA R e men ARt
Kabupaten/Kota T
Provinsi R ——
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No lenis Tanggapan dan Masukan Jumlah
1.  Kesalahan elemen data pemilth

2. Pemilih befumterdaftar = 00000 aeeee
3 Pemilih tidak memenuhi syarat eemnasnaens

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1.  Sajinan identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2.  Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF

3. LAINNYBecrrrcreermasnnssisssssnsavsssssassins somess sassivarssssans nsensas

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai

bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupativ..ce: /Wali Kota dan Wakil Wali
KOta....oveaeremenees /Guberaur dan Wakil Gubernur................ Tahun......

Tartanda
KPU Kabupaten Padang Pariaman/PPK/PPS *) Pemberi Tanggapan dan Masukan

( ) ( )
) Coret yang tidak periu




Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

- Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir T::ﬁ’ Pe:l:::;:an Ki‘l!:r‘:ln e Disabllitas Pe’::,'e';a" meri';ga"
' B/S/P /P | lalan/Dukuh | Rt | Rw 8/SIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0] 11 12 13 14
1
2
3
4

Keterangan Status
perkawinan {7) :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas {12}:

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelekiual

3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13)::

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el}

*) Keterangan {14):

PO RC®E

: Pemilih Baru

: Ubah data

: Meninggal

: Ganda

: DPibawah Umur
: Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 :TNI

7 : Polri

8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk




DAFTAR PEMILIH SEMVENTARA HASL PERBAIKARN

PEMILIHAN EUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAXIL SUBERNURSUMATERA BARAT

Madel A2-KWK

TANUN 2020
PROVINS! KECAMATAN [—
KABUPATEN/KOTA DESA/KELURAHAN —
TPS J—
Status Jenis A Status Perekaman
No No Ki 54 Nama TempatLahlr | Tangzal Lahir |Perkawinan | Kelamin Disabilitas KTP-et Keterangan *)
Bfsfp e JalanfDukuh Rt | Rw BfS/K

1 2 3 4 5 7 ) 9 10 | 11 12 13 23
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ,
Katerangan Status keterangan disabfiitas (12): Keterangan Status Perekaman *) Keterangan (14): wetresmr mesnery TANEEAL —
perkawlnan (7) : 1: Disabilitas Flsik KTP-el {13 B :Pemilih Baru 4 :Pindah Demisill 9 :Hak Pilik Dicabut Panitia Pemungutan Suar
8 :Belum Kewln 2:Disabilltas Intelektual B : Belum Rekam U ;Ubah data 5 ; Tidak Dikenal 10 : Bukan Penduduk Ketua
§ :Kawin 3:Disabilitas Mental 5 :5udah Rekam (Suket} 1 :Meninggal 6:TN)
P : Pernah Kawln 4:Disabilitas Sensorlk K :Sudah Rekam [KTP-el) 2 :Ganda 7 :Pold

3 : Dibawah Umur

8 : Hllang ingatan




A.Z.1-KWK

REKAWITULAST DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHARN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT] PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERMUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEHPPS

PROVINS| H— KECAMATAN D ermrinesnsn s .
KABUPATEN/KOTA : DESA/KELURAHAN Do

i . - Pernillh Tidak Memenuhi Syarat ** -~ "* .- Perbailkan Data Pamillh "+, ~ -

R N T S N A T T s P

RS,z f:PélnilIhA}id{WKx—v‘%“'.,r... 3, s Pamilih Barg’

TR

S DTN

LR, T Tk

1

2 1
3

4

5

G .
7 Rl
8 HE
] HE
10 i
11 ¢
12 i
13 :
14

15 i

TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .......
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan
1, Ketia,. oo,
2. Anggota.......
3. Anggota....oveen




REKAPITULASE DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL FERBAIKAN KECANMATAN
PEMILIHAN BUPAT! DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH PPK

PROVINSI R
KABUPATEM/KOTA [T
KECANMATAN — NG -

No.-NomaDesa/Koloahan - Mumlah —__  PemlIbALKWK ¢
' LI . 1 :‘n - - 13 " o - -

. . L * . iPemilih Tidak Memenuhl Syeiat ;- ¢ -
A . T .- P TR DR T "

Perbakan DataPemih "'\ - " Kstorangan,
T S e R T il et

" A

R A )

=1 = (] [ =5 Y 53 (MR Y T 7S 1M T

TOTAL

Disahkan dalam rapat plero PPK Tanggal ........
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

Aot s o



